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KATAPENGANTAR

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat untuk pejabat semua eselon
dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan merupakan ketentuan
yang harus dilaksanakan sebagaimanayang telah dituangkan dalam Instruksi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 3 Februari 1994 Nomor
1/P/1994 dan yang sebelumnya juga telah mendapatkan masukan-masukan
dari unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan baik
di pusat maupun di daerah.

Peran dan tanggung jawab melaksanakan pengawasan melekat secara
formal telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 93 Tahun 1989
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

Perlukami tegaskan ulang, bahwa pedoman yang disajikanini mempunyai
fungsi ganda, yaitu pertama sebagai petunjuk operasional untuk pejabat
semua eselon dalam melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan
tugas oleh para bawahan/staf, sedangkan yang kedua dapat merupakan
"Check List" bagi pejabat semua eselon untuk memeriksa atau menilai
secara langsung apakah tugas dan tanggung jawab di lingkungan unit
kerjanya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Sangat diharapkan dengan keberadaan Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan Melekat ini, yang merupakan petunjuk dan salah satu sarana
untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pada khususnya dan meningkatkan
manajemen pada umumnya, dalam menunjang pelaksanaan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta
Pembangunan Nasional dapat berjalan dengan baik.

—==~"Jakegta, Awal Februari 1994
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MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1/P/1994
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT
DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang  : a. bahwa pengawasan melekat merupakan salah satu
unsur penting dalam rangka peningkatan pendaya-
gunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas
umum pemerintahan menuju terwujudnya pemerin-
tahan yang bersih dan berwibawa;

b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan melekat dapat
mencapai sasaran dan hasil yang diharapkan, perlu
untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
Melekat di lingkungan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.



Mengingat

. 1. Undang-undang : Nomor 8 Tahun 1974,

2. Peraturan Pemerintah :

a.

b.

Nomor 10 Tahun 1979
Nomor 30 Tahun 1980.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a.
b.

C.

d.

Nomor 44 Tahun 1974;

Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapakali
diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Republik IndonesiaNomor
104 Tahun 1993;

Nomor 29 Tahun 1984;

Nomor 96/M Tahun 1993;

4, Instruksi Presiden Republik Indonesia :

a.
b.

Nomor 15 Tahun 1983,
Nomor 1 Tahun 1989.

5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara:

a.
b.

Nomor 92/Menpan/1989 tanggal 8 Juni 1989;
Nomor 93/Menpan/1989 tanggal 8 Juni 1989.

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a.

SEmoe a0 o

Nomor 0222b/0/1980 sampai dengan Nomor
0222¢/0/1980 tanggal 11 September 1980,
Nomor 0289/0/1982 tanggal 21 September 1982,
Nomor 0172/0/1983 tanggal 14 Maret 1983,
Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983,
Nomor 0304/0/1984 tanggal 12 Juli 1984;
Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987,
Nomor 0415/U/1987 tanggal 15 Juli 1987,
Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990.



Memperhatikan : 1.

A

Arahan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun
1985 tentang Penyebarluasan Pengertian dan Kesadaran
Pengawasan,

. Surat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan,

Industri, dan Pengawasan Pembangunan Nomor S.5/
M.EKUIN tentang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Aparat Pengawasan Fungsional;

. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Keuangan

dan Pembangunan Nomor SE.76/K/1984 tentang
Tatacara Pelaksanaan Pemeriksaan atas Instansi
Pemerintah;

. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Keuangan

dan Pembangunan Nomor SE.117/K/1985 tentang
Norma Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional
Pemerintah;

. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

3/U/1987 tanggal 15 Juli 1987 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Atasan Langsung di
lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 372/A5.2/5/1993

tanggal 11 Oktober 1993 tentang Pelaksanaan Penga-
wasan Melekat.

MEMUTUSKAN
Menginstruksikan, kepada :
1. Sekretaris Jenderal,
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2. Inspektur Jenderal,

3. Semua Direktur Jenderal;

4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Semua Rektor Universitas/Institut;

6. Direktur Utama Perusahaan Umum Penerbitan dan
Percetakan Balai Pustaka;

7. SemuaKetua Sekolah Tinggi dan Direktur Akademi/
Politeknik;

8. Semua Koordinator Kopertis;

9. Semua Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Sekretaris
dan Kepala Pusat di lingkungan Unit Utama
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

10.Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan di Propinsi;

11.Semua Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya/
Kecamatan,

12.Semua Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah dan
Non Sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan,;

13.Semua Pejabat Eselon II, III, IV, V di lingkungan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk :

1. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan melekat
yang berhasilguna bagi aparatur Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan secara terus-menerus
dan menyeluruh;

2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku terhadap hasil pengawasan yang
telah dilaksanakan;



3. Memperhatikan dan melaksanakan petunjuk-
petunjuk dalam Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
Melekat sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I, II, III, IV, dan V Instruksi ini.

B. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Februari 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ok

f. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro






Lampiran I
Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Tanggal : 3 Februari 1994 Nomor 1/P/1994

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT

DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN






BAB 1
PENDAHULUAN

A. Umum

Tugas pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah
menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pem-
bangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan
kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya
yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan,
kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri
serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan mengelola sumber daya pendidikan yang meliputi
tenaga, dana, sarana dan prasarana, dengan memanfaatkan fungsi
manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengawasan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional dapat
tercapai apabila ada keterpaduan dari setiap aspek fungsi manajemen.
Untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna pengelolaan pendidikan
nasional diperlukan peningkatan fungsi pengawasan, khususnya
pengawasan melekat.

Hal ini dirasakan penting karena pengawasan melekat bersifat
terus menerus dan langsung dilakukan oleh atasan yang bertanggung
jawab dalam pelaksanaan kegiatan, sebagai proses yang berlangsung
secara vertikal dan horizontal sesuai tugas dan fungsi para pejabat.
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Disamping itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sangat memperhatikan masukan-
masukan dari masyarakat. Dengan diperolehnya masukan atau umpan
balik dari masyarakat, dapat diketahui apakah aparatur Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan tugasnya dengan baik
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengawasan melekat terdapat beberapa kendala
diantaranya:

1.

Pimpinan unit kerja kurang menyadari pentingnya pengawasan
melekat;

Pimpinan unit kerja kurang menyadari bahwa semua fungsi mana-
jemen harus berjalan seimbang sebagai mata rantai proses kegiatan
pencapaian tujuan;

. Adanya perasaan enggan melaksanakan pengawasan melekat, karena

adanya pertentangan antara rasa kekeluargaan atau kebersamaan
dengan sikap lugas dalam melaksanakan tugas;

. Adanya perasaan enggan melaksanakan pengawasan melekat, karena

sudah ada pengawasan fungsional;

. Pimpinan unit kerja masih kurang menguasai substansi masalah

yang diawasi,

. Belum adanya pedoman teknis yang mengatur pelaksanaan penga-

wasan melekat.

Agar pelaksanaan pengawasan melekat di lingkungan Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan yang diharapkan, dan untuk
mengatasi hambatan yang dirasakan selama ini, perlu disusun pedoman
umum pelaksanaan pengawasan melekat.



B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Maksud disusunnya pedoman umum pelaksanaan pengawasan
melekat ini adalah sebagai petunjuk bagi para pimpinan unit kerja
di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyu-
sun dan melaksanakan program peningkatan pengawasan melekat.

2. Tujuan
Tujuan penyusunan pedoman umum pelaksanaan pengawasan me-
lekat adalah untuk menyatubahasakan teknis pelaksanaan dan tindak
lanjut pengawasan melekat bagi semua pimpinan unit kerja di
lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Pengertian

Dalam pedoman umum pelaksanaan pengawasan melekat ini yang
dimaksud dengan:

1. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat
sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan
langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar
pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai
dengan rencana kegiatan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2. Atasan Langsung adalah pejabat atasan baik karena struktur
organisasi atau kewenangan khusus termasuk proyek, mem-
bawahi dan wajib mengawasi pegawai bawahannya.

3. Bawahan adalah mereka yang bertanggung jawab serta wajib me-
lapor kepada atasan tentang pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan
kepadanya.
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. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh

aparat pengawasan secara fungsional baik intern maupun ekstern
pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh
warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis ke-
pada aparatur pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan
pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat
membangun yang disampaikan secara langsung atau melalui
media.

. Dasar Hukum

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai.

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan.

. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelak-

sanaan Pengawasan Melekat.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
90 Tahun 1989 tentang Program Pemacu Pendayagunaan Aparatur
Negara.



. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

93 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/U/1987

tentang Pengawasan Atasan Langsung.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0424/P/
1992 tentang Penunjukan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai
Dalam Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

. Prinsip-Prinsip Pengawasan Melekat

Prinsip-prinsip pokok pengawasan melekat meliputi :

1.

Pengawasan melekat pada dasarnya dilakukan secara berjenjang,
namun demikian setiap pimpinan pada saat tertentu dapat melakukan
pengawasan melekat pada setiap jenjang yang®ada di bawahnya.

. Pengawasan melekat harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan secara

sadar dan wajar sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting
dan tidak terpisahkan dari perencanaan, pengorganisasian, dan
pelaksanaan.

. Pengawasan melekat lebih diarahkan pada pencegahan terhadap

penyimpangan. Oleh karena itu, perlu adanya petunjuk yang jelas
yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan.

Dalam pelaksanaan fungsi manajemen perlu dilakukan pengawasan
melekat untuk menjamin agar tujuan dapat dicapai secara efisien
dan efektif. Berbagai kegiatan pelaksanaan memerlukan pula
pengawasan dalam rangka penyempurnaan perencanaan, peng-
organisasian, dan pelaksanaan itu sendiri.
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Lebih dari itu hasil pengawasan juga dipergunakan untuk
menyempurnakan sistem pengawasan.

. Pengawasan melekat harus bersifat membina. Oleh karena itu, kriteria

adanya penyimpangan harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan

penyimpangan tersebut harus dideteksi secara dini. Tindak lanjut

terhadap temuan-temuan dalam pengawasan melekat harus:

a. dilakukan secara tepat dan tertib;

b. didasarkan pada penilaian yang obyektif melalui analisis yang
cermat sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku termasuk tindaklanjut yang
berupa penghargaan bagi bawahan yang berprestasi.

. Pengawasan melekat harus dilakukan terus menerus dan berke-

sinambungan sebagai kegiatan rutin sehari-hari dalam rangka
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Pengawasan melekat harus dilaksanakan dengan menggunakan sis-
tem tertentu.

. Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang pokok, sedangkan

pengawasan lainnya menunjang keberhasilan pengawasan melekat.

F. Sasaran Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Sasaran pengawasan melekat di lingkungan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan antara lain:

1. Meningkatkan disiplin serta prestasi kerja pegawai untuk penca-

paian sasaran pelaksanaan tugas;

2. Menekan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang;
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. Menekan sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan

negara dan segala bentuk pungutan liar;

. Mempercepat penyelesaian perizinan dan peningkatan pelayanan

kepada masyarakat;

. Mempercepat pengurusan kepegawaian sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

G. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan pengawasan melekat bagi pejabat semua
eselon meliputi :

1.

Penyusunan program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat;

. Langkah-langkah pelaksanaan pengawasan melekat;
. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan melekat;

. Tolok ukur keberhasilan pengawasan melekat.



BAB 11
PROGRAM PENINGKATAN PELAKSANAAN
PENGAWASAN MELEKAT

Untuk mencapai sasaran pengawasan melekat perlu disusun program
peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat dengan memperhatikan
hal-hal yang berkaitan dengan :

A. Sarana Pengawasan Melekat, yang terdiri atas:

1. Struktur Organisasi
Struktur organisasi disusun untuk memberikan kejelasan mengenai
pembagian tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab dan hubungan
antara satu unit organisasi dengan unit lainnya, sehingga mampu
melaksanakan kegiatan secara wajar.
Struktur organisasi yang disusun harus :
a. Fleksibel agar memungkinkan adanya perubahan yang disebabkan
oleh lingkungan, tujuan organisasi, kebijaksanaan, atau perencanaan;
b. Berdaya guna dan berhasil guna;
c. Didukung oleh karyawan yang memenuhi syarat.
Oleh karena itu perlu dibuat:
1) Bagan organisasi yang menggambarkan antara lain:
a) kedudukan setiap unit kerja dan petugas dalam susunan
suatu satuan organisasi;
b) tugas dan fungsi setiap unit kerja,
c) hubungan antara setiap unit kerja dan para pejabatnya.
2) Rincian tugas dan tanggung jawab setiap unit kerja yang
menggambarkan:
a) pembagian tugas dan tanggung jawab.
Tugas dan tanggung jawab harus dibagi sehingga tidak
hanya satu orang atau satu unit kerja yang melaksanakan
dan mengendalikan suatu tugas organisasi.



b) pendefinisian setiap tugas dan tanggung jawab harus jelas,
agar:
(1)dapat mencegah terjadinya penyelewengan atau pe-

lemparan tanggung jawab;

(2)tidak terjadi pelemparan kesalahan kepada pihak lain.

c) penentuan pejabat yang berwenang dalam mengambil ke-
putusan atau tindakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

d) penentuan sistem pelimpahan wewenang dan tanggung
jawab dari atasan kepada bawahan.

€) penentuan tanggung jawab bawahan terhadap atasannya,
atas pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya.

f) tidak terjadi duplikasi dalam pembagian tugas, fungsi dan
tanggung jawab.

3) Uraian Jabatan

Uraian jabatan dapat diperoleh dari hasil analisis jabatan yang

menggambarkan antara lain:

a) Nama jabatan,;

b) Rincian tugas yang harus dilaksanakan,

¢) Persyaratan jabatan yang harus dipenuhi.

2. Kebijaksanaan Pelaksanaan
Setiap pimpinan unit kerja wajib menyusun kebijaksanaan pelak-
sanaan sebagai petunjuk bagi setiap bawahannya.
Kebijaksanaan pelaksanaan yang dibuat harus:

a.
b.

® o Ao

Berdasarkan kebijaksanaan yang lebih tinggi;

Sesuai dengan kebijaksanaanyang lebih tinggi atau yang setingkat,
dalam masalah yang sama;

Merupakan penjabaran kebijaksanaan yang lebih tinggi;
Tertulis, sistematis, jelas, konsisten dan terinci,
Dikomunikasikan kepada bawahannya;

Mendorong pelaksanaan dan penyelesaian tugas;

Dievaluasi secara berkala.

xxi



3. Rencana Kerja
Rencana kerja disusun untuk memberikan kejelasan tentang tujuan,
sasaran, dan cara pelaksanaan serta perlu:

xxii

b.

Diikuti dengan program kerja;

Disusun dengan memperhitungkan kemungkinan pelaksanaan
tersedianya anggaran, tenaga, sarana dan prasarana serta waktu
yang tersedia;

. Luwes, dalam arti dapat dilakukan perubahan sesuai dengan pér-

kembangan keadaan;
Mengikutsertakan pihak-pihak yang terkait pada saat penyusunan;
Memperhatikan batas kewenangan organisasi.

Prosedur Kerja

Prosedur kerja disusun untuk memberikan petunjuk yang jelas
tentang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyelesaikan
suatu kegiatan.

Prosedur kerja yang disusun harus:

a.
b.

A

Tertulis;

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
kebijaksanaan yang berlaku;

Sederhana dan mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan,;
Skematis dengan menggunakan simbol-simbol tertentu;
Menjamin kelancaran, ketepatan dan kecepatan penyelesaian
tugas;

Dapat mencegah terjadinya biaya tinggi, penyimpangan atau
penyalahgunaan;

Mengandung unsur pemeriksaan internal dan usaha perbaikan
secara terus menerus dan berkesinambungan;

. Tidak menimbulkan pertentangan dan duplikasi dengan prosedur

kerja unit lainnya;

Khusus prosedur yang berkaitan dengan perizinan dan pelayanan
kepada masyarakat harus diinformasikan kepada masyarakat
dan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan Instruksi
Presiden Nomor 5 Tahun 1984.



5. Pencatatan dan Pelaporan Hasil Kerja
Pencatatan dan pelaporan hasil kerja disusun untuk memberikan
kejelasan tentang semua informasi pelaksanaan tugas, baik yang
menyangkut kemajuan maupun hambatan-hambatan untuk
mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Pencatatan hasil kerja
dilaksanakan setiap hari dan dilaporkan berjenjang secara berkala
atau sewaktu-waktu.
Pencatatan dan pelaporan hasil kerja harus:

berdasarkan fakta;

melalui prosedur kerja yang telah ditentukan;

tepat waktu dan teratur;

mencakup semua aspek pelaksanaan tugas;

mencakup semua tahap kegiatan,

meliputi tahapan dan waktu yang ditetapkan;

sederhana, konsisten dan relevan,

disusun sesuai dengan jenjang pertanggungjawaban;

menunjukkan perbandingan antara rencana dengan pelaksana-

annya.

FE®R e e o

6. Pembinaan Personil

Pembinaan personil dilakukan untuk meningkatkan kemampuan,

semangat dan gairah kerja, disiplin melaksanakan tugas yang men-

jadi tanggungjawabnya, dan tidak mempunyai sikap atau tindakan

yang bertentangan dengan kepentingan tugas.

Untuk memperoleh kejelasan maka pembinaan personil perlu:

a. didasarkan atas perencanaan sumber daya manusia yang matang;

b. didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

c. terus menerus dan berkesinambungan;

d. diarahkan pada penigkatan prestasi, dedikasi, dan partisipasi aktif
dengan kemungkinan pe.crapan -~nksi dan penghargaan;

e. dilaksanakan secara manusiawi,

Bentuk pembinaan personil tersebut diantaranya:

a) mengikutkan kursus-kursus penyegaran, pelatihan, dan pendidikan
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lanjutan agar karyawan memiliki wawasan lebih luas dan dapat

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b) menyediakan informasi mengenai tugas, wewenang, dan tang-

gung jawab setiap unit dalam organisasi;

c) mengadakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas

untuk menentukan prestasinya.

Formulir dan Alat Standar Kerja

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan
pengawasan melekat, hendaknya digunakan formulir dan alat standar
kerja tertentu.

Agar memperoleh kejelasan, formulir dan alat standar kerja harus:

a.

sederhana dan mudah dimengerti;

b. menunjang tugas;
c. didasarkan atas pola yang seragam.

B. Manusia dan Budaya

Dalam meningkatkan pelaksanaan pengawasan melekat perlu
dipertimbangkan aspek manusia dan budaya.

1. Peningkatan Aspek Manusia meliputi:

a.

peningkatan kemampuan kepemimpinan baik dalam ketrampilan
maupun perilaku, keteladanan, disiplin, dan dedikasi dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

. peningkatan prestasi pegawai dengan melalui kegiatan pemberian

bimbingan, koreksi, pendelegasian wewenang, pemberian
tanggung jawab, dan program pendidikan dan latihan;
menciptakan suasana keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan
sehingga mendorong partisipasi pegawai dalam proses peru-
musan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan;
menanamkan etos kerja ;

menanamkan sikap jujur dan disiplin serta bertindak tegas dan lugas.



2,

Peningkatan Aspek Budaya meliputi:

a. menghilangkan rasa sungkan,

menghilangkan persepsi negatif tentang pengawasan melekat,

meningkatkan dan memelihara rasa ikut bertanggungjawab;

menghindari sikap ‘‘Asal Bapak Senang’’ dan sikap apatis;

menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang mendorong

gairah kerja;

f. membudayakan kemampuan untuk selalu meningkatkan kegiatan
dalam mencapai hasil yang optimal.

o po o

C. Tugas Instansi/Unit Kerja

Agar program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat

yang berkaitan dengan tugas unit kerja di lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, baik yang berhubungan dengan tugas
pokok maupun penunjang, termasuk proyek dapat dilaksanakan
dengan baik, perlu usaha-usaha:

1.

identifikasi dan penjabaran tugas dan fungsi;

. perencanaan dan penganggaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

. penentuan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas;

petunjuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penerapannya,

. penatausahaan atau pencatatan pelaksanaan tugas;

. pelaporan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas;

tindak lanjut yang didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan tugas.



BAB III
LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN
PENGAWASAN MELEKAT

A. Penyusunan Program

Setiap pemimpin unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan diwajibkan menyusun program peningkatan pelak-
sanaan pengawasan melekat setiap tahun yang meliputi 3 aspek yaitu
sarana pengawasan melekat, manusia dan budaya serta tugas unit kerja.

B. Pelaksanaan

Setiap unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan diwajibkan memantau pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

1. sarana dan sistem kerjanya,

2. kegiatan substantif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok unit kerja
di lingkungan Departemen.

Pemantauan dapat dilakukan secara formal maupun informal.
Pemantauan formal dilakukan secara berkala dengan interval waktu
tertentu disesuaikan dengan sifat dan jenis tugas pokoknya dengan
mengguna-kan formulir tertentu.

Pemantauan informal dilakukan secara terus menerus melalui
komunikasi terbuka antara atasan dan bawahan. Pelaksanaan penga-
wasan melekat hendaknya tidak ditekankan pada aspek ketidak-
percayaan kepada bawahan, tetapi hendaknya diarahkan pada usaha
bimbingan dan memberi motivasi kepada bawahan.



C. Penilaian

Kegiatan penilaian pelaksanaan pengawasan melekat meliputi:

1.

sarana dan sistem kerja yang digunakan dalam rangka mencapai
tujuan unit kerja;

. pelaksanaan denganrencana dankebijaksanaanyang telah ditentukan;

. hasil sesuai dengan yang direncanakan.

Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam penilaian adalah:

1.

Mengumpulkan data yang berkaitan dengan:
a. sistem dan sarana kerja;
b. pelaksanaan tugas unit kerja yang dinilai.

Menganalisis penggunaan sarana dan sistem kerja.

. Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana.

Menganalisis gejala dan penyebab terjadinya penyimpangan untuk
selanjutnya melakukan langkah-langkah tindak lanjut.

D. Tindak Lanjut

1.

Jenis Tindak Lanjut

Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan melekat dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yaitu berupa:

a. tindakan administratif di bidang kepegawaian, termasuk pene-
rapan hukuman disiplin;
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tindakan tuntutan/gugatan perdata, antara lain tuntutan ganti rugi/
penyetoran kembali, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan
perdata berupa pengenaan denda, ganti rugi dan sejenisnya;

. tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkara-

nya kepada instansi yang berwenang;

tindakan penyempurnaan aparatur pemerintah di bidang kelem-
bagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan;

tindakan peningkatan dayaguna dan hasilguna dengan meman-
faatkan berbagai sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya
sehingga tercapai hasil kerja yang optimal;

tindakan pemberian penghargaan kepada mereka yang memiliki
prestasi yang dinilai patut mendapat penghargaan.

Pelaksanaan Tindak Lanjut

a.

Tindak lanjut hasil pengawasan melekat harus secepat mungkin
dilaksanakan setelah diyakini adanya penyimpangan dan diperoleh
cara mengatasinya, atau prestasi yang dinilai patut mendapat
penghargaan;

Pelaksanaan tindak lanjut merupakan kewenangan atasan ber-
sangkutan kecuali apabila tindak lanjut tersebut di luar batas
kewenangan;

. Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan melekat bukan menjadi

wewenang atasan yang bersangkutan, maka atasan tersebut
wajib melaporkan kepada atasannya atau kepada pejabat yang
berwenang melaksanakan tindak lanjut;

Laporan tersebut pada butir ¢ disertai saran/rekomendasi pelak-
sanaan tindak lanjut;

Tindak lanjut harus dipantau dan dievaluasi pelaksanaannya guna
memperoleh keyakinan bahwa tindakan dalam rangka tindak
lanjut tersebut mencapai sasaran yang tepat.



E. Pelaporan

Setiap unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
wajib menyusun laporan program peningkatan pelaksanaan penga-
wasan melekat (P3 Waskat) dan pelaksanaan tindak lanjut.

1. Penyusunan Laporan
a. Program P3 Waskat meliputi:

1) kegiatan yang terdiri dari tiga aspek yaitu:
sarana pengawasan melekat, manusia dan budaya, serta tugas
unit kerja;

2) program kerja pelaksanaan kegiatan di atas;

3) waktu pelaksanaan kegiatan;

4) hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan;

5) tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

b. Pelaksanaan tindak lanjut pengawasan melekat:

1) menginventarisasi penyimpangan dan prestasi kerja pegawai
yang perlu diberikan penghargaan;

2) menyebutkan unit kerja dimana terjadinya penyimpangan
atau prestasi kerja pegawai,

3) menguraikan peristiwa penyimpangan atau prestasi kerja
pegawai,

4) menyebutkan nama pelaku penyimpangan atau pegawai yang
berprestasi,

5) menyebutkan jenis tindak lanjut terhadap penyimpangan atau
prestasi kerja pegawai.

2. Waktu Penyampaian Laporan
a. Pimpinan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ka-
bupaten/Kotamadia menyusun program peningkatan pelaksanaan
pengawasan melekat dan pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan
masukan dari unit kerja di lingkungannya, kemudian melaporkan
kepada Kepala Kantor Wilayah:
1) program P3 Waskat pada awal bulan April tahun berjalan;
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2) pelaksanaan tindak lanjut pada bulan Desember tahun berjalan.
. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) 'yang dikoordinasikan
oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
menyusun program peningkatan pelaksanaan pengawasan
melekat dan pelaksanaan tindak lanjut, kemudian melaporkan
kepada Kepala Kantor Wilayah:

1) program P3 Waskat pada awal bulan April tahun berjalan;
2) pelaksanaan tindak lanjut pada bulan Desember tahun berjalan.
. Pimpinan UPT Unit Utama, menyusun program peningkatan
pelaksanaan pengawasan melekat dan pelaksanaan tindak
lanjut unit kerjanya, kemudian melaporkan kepada pimpinan unit
utama pembinanya:

1) program P3 Waskat pada awal bulan April tahun berjalan;
2) pelaksanaan tindak lanjut padabulan Desember tahun berjalan;
. Pimpinan Pusat-pusat, menyusun program peningkatan pelak-
sanaan pengawasan melekat dan pelaksanaan tindak lanjut unit
kerjanya, kemudian melaporkan kepada pimpinan unit utama
pembinanya:

1) program P3 Waskat pada awal bulan April tahun berjalan;
2) pelaksanaan tindak lanjut pada bulan Desember tahun berjalan.
. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta menyusun
program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat dan pe-
laksanaan tindak lanjut, kemudian melaporkan kepada Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi:

1) program P3 Waskat pada awal bulan April tahun berjalan;
2) pelaksanaantindak lanjut pada bulan Desember tahun berjalan.
. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, menyusun program pening-
katan pelaksanaan pengawasan melekat dan pelaksanaan tindak
lanjut, kemudian melaporkan kepada Menteri Negara Pendaya-
gunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Sekretaris Jenderal
dengan tembusan kepada Ketua Lembaga Administrasi Negara
(LAN), Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Inspektur
Jenderal:



1) program P3 Waskat pada pertengahan bulan September tahun
berjalan;
2) pelaksanaan tindak lanjut pada bulan Juni tahun berjalan.
. Pimpinan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebuda-
yaan di Propinsi menyusun program peningkatan pelaksanaan
pengawasan melekat dan pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan
masukan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
UPT, dan unit kerja di lingkungannya, kemudian melaporkan
kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Inspektur Jenderal:
1) program P3 Waskat pada pertengahan bulan April tahun ber-
Jalan,
2) Pelaksanaan tindak lanjut pada bulan Januari tahun berjalan.
. Pimpinan Unit Utama menyusun program peningkatan pelak-
sanaan pengawasan melekat dan pelaksanaan tindak lanjut
berdasarkan masukan dari Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana
Teknis di lingkungannya, kemudian melaporkan kepada Sekretaris
Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal:
1) program P3 Waskat pada pertengahan bulan April tahun
berjalan,
2) pelaksanaan tindak lanjut pada bulan Januari tahun berjalan.
Pimpinan Perum Percetakan dan Penerbitan Balai Pustaka men-
yusun program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat
(P3 Waskat) dan tindak lanjut, kemudian melaporkan kepada
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN)
dan Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Ketua LAN
dan Inspektur Jenderal:
1) program P3 Waskat pada pertengahan bulan April tahun ber-
jalan;
2) pelaksanaan tindak lanjut pada bulan Januari tahun berjalan.
Sekretaris Jenderal mengolah, menganalisis dan mengevaluasi
program pelaksanaan pengawasan melekat dan pelaksanaan
tindak lanjut dari Unit Utama, Kantor Wilayah, Perguruan Tinggi
Negeri, dan Perum Percetakan dan Penerbitan Balai Pustaka,
serta menyusun program peningkatan pelaksanaan pengawasan



melekat dan pelaksanaan tindak lanjut di lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan hasil evaluasi, kemudian
melaporkan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara (MENPAN) dengan tembusan kepada Ketua LAN dan
Inspektur Jenderal:

1) program P3 Waskat pada akhir bulan April tahun berjalan;
2) pelaksanaan tindak lanjut pada bulan Maret tahun berjalan.

3. Koordinator Penyusunan Program P3 Waskat dan Pelaksanaan
Tindak Lanjut

Di tingkat Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya,

Di lingkungan Unit Pelaksana Teknis, Kepala Unit Pelaksana
Teknis;

. Di lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, Sekretaris

Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,

. Di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri, Pembantu Rektor II/

Pembantu Ketua II/Pembantu Direktur II;

Untuk Pusat-Pusat, Kepala Pusat;

Di tingkat Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebu-
dayaan, Koordinator Urusan Administrasi;

Di lingkungan Unit Utama, Sekretaris Unit Utama/ Kepala Biro
Tata Usaha,

Di lingkungan Perum Percetakan dan Penerbitan Balai Pustaka,
Direktur Administrasi Materiil dan Keuangan,;

Di tingkat Departemen, Sekretaris Jenderal;

Laporan program peningkatan pelaksanaan pengawasan melekat
dan pelaksanaan tindak lanjut disusun dalam bentuk format.



BAB IV

TOLOK UKUR KEBERHASILAN PENGAWASAN MELEKAT

Keberhasilan program pengawasan melekat dapat dilihat dari berbagai
tolok ukur sebagai berikut:

A. Mecningkatnya disiplin, prestasi, dan pencapaian sasaran pelak-
sanaan tugas, antara lain:

1.

Tingkat kehadiran meningkat.

Berkurangnya tunggakan kerja.

. Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang

jelas, hal ini dapat dilihat dalam kaitan antara rencana dan program
dengan anggaran.

Tugas dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan program, baik
dilihat dari aspek fisik maupun anggaran.

. Tercapainya sasaran tugas yang ditentukan.

Berkurangnya kerja lembur.

Disiplin aparatur meningkat.

B. Berkurangnya Penyalahgunaan Wewenang antara lain:

1.

2.

Berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap aparatur negara yang
melayaninya.
Terpenuhinya hak-hak pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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3. Terpenuhinya hak-hak masyarakat yang dilayani sesuai dengan ke-
tentuan yang berlaku.

C. Berkurangnya Kebocoran, Pemborosan, dan Pungutan Liar,
antara lain:

1. Berkurangnya kasus-kasus penyimpangan dan penyelewengan baik
kualitas maupun kuantitas.

2. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
D. Cepatnya Penyelesaian Perizinan dan Peningkatan Pelayanan
kepada Masyarakat, antara lain:
1. Ketepatan waktu dalam pemberian perizinan dan pelayanan.
2. Pelayanan makin baik prestasinya, hal ini ditandai dengan berku-
rangnya pengaduan dan keluhan masyarakat.
E. Cepatnya Pengurusan Kepegawaian, antara lain:

1. Berkurangnya keluhan pegawai dalam kenaikan pangkat, pensiun
dan mutasi kepegawaian lainnya.

2. Berkurangnya keterlambatan pengangkatan Calon Pegawai Negeri
Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.

3. Berkurangnya keterlambatan pengambilan sumpah Calon Pegawai
Negeri Sipil setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
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F. Berkurangnya Temuan Pengawasan Fungsional dan Pengawasan
Masyarakat

1. Berkurangnya temuan pengawasan fungsional.

2. Berkurangnya pengaduan atau keluhan dari masyarakat.



BAB V
PENUTUP

Pedoman ini merupakan salah satu petunjuk bagi pejabat semua eselon
di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam usaha
meningkatkan pelaksanaan pengawasan melekat di lingkungan unit
kerjanya masing-masing.

Dengan adanya pedoman ini diharapkan mendukung kelancaran dan
ketepatan pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan khususnya
di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. '

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

B

f. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro
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Lampiran IV
Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Tanggal : 3 Februari 1994 Nomor 1/P/1994

PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT
UNTUK SEMUA PEJABAT ESELON IV

DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan telah ditetapkan bahwa pengawasan yang
utama dilakukan oleh setiap pejabat struktural disetiap instansi adalah
““Pengawasan Melekat’” (Waskat), sedangkan pengawasan lainnya
hanyalah scbagai pelengkap. Sejalan dengan itu telah ditetapkan
ketentuan tentang pelaksanaan pengawasan melekat yaitu Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1989 dan dijabarkan dalam Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor
93/MENPAN/1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan
Melekat.

Pelaksanaan pengawasan melekat ini belum berjalan sebagaimana mesti-
nya khususnya pada tingkat eselon IV, hal ini disebabkan antara lain :

1. Sebagian besar pejabat eselon IV belum mendapatkan informasi
atau penataran tentang pelaksanaan pengawasan melekat, sehingga
kurang memahami pentingnya fungsi pengawasan, khususnya
pelaksanaan pengawasan melekat;

2. Pejabat eselon IV umumnya masih kurang berani mengawasi dan
mengambil tindakan tegas terhadap bawahan yang melakukan

penyelewengan atau penyimpangan;

3. Belum adanya ketentuan yang jelas, yang mengatur tentang ke-
wenangan pejabat eselon IV dalam pengambilan tindakan.

Untuk membantu para pejabat mengatasi permasalahan dan hambatan
di atas, perlu disusun pedoman pelaksanaan pengawasan melekat
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bagi pejabat eselon IV di lingkungan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan yang bersifat operasional agar tugas pekerjaan yang menja-
di tanggungjawabnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sehingga kadar mutu kepemimpinan
semakin tinggi.

. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat untuk pejabat eselon
IV ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi para pejabat eselon IV
dalam menyusun dan melaksanakan program peningkatan pelaksa-
naan pengawasan melekat (P3 Waskat) serta dalam meningkatkan
pelaksanaan pengawasan di lingkungan unit kerjanya.

2. Tujuan
a. Memberikan kejelasan bagi pejabat eselon IV dalam melaksana-
kan pengawasan melekat di lingkungan unit kerjanya serta tindak
lanjut yang perlu dilakukan.
b. Untuk menyamakan persepsi dan menyatubahasakan teknis pe-
laksanaan pengawasan melekat bagi pejabat eselon IV di ling-
kungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan pengawasan melekat untuk
pejabat eselon IV meliputi :

1. Pelaksanaan pengawasan melekat melalui Sarana Pengawasan
Melekat yang ada pada pejabat eselon IV.

2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang perlu dilakukan
oleh pejabat eselon IV.



BAB II
PENYUSUNAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
MELEKAT (P3 WASKAT)

A. Sarana Waskat

Setiap pejabat eselon IV harus mengetahui/memahami dengan tepat
sarana waskat yaitu:

1. Struktur Organisasi

Di dalam struktur organisasi terkandung:

a. Tugas pokok dan fungsi;

b. Wewenang dan tanggungjawab setiap unit dan pejabat dalam
organisasi tersebut;

c. Hubungan antara setiap unit dan pejabat, yang harus memberikan
penjelasan kepada setiap pejabat di lingkungan unit organisasi
tersebut.

CONTOH : STRUKTUR JABATAN ESELON IV YANG
MEMBAWAHI JABATAN NON STRUKTURAL.
SUB BAGIAN UNIT ORGANIK PUSAT

KEPALA
SUB BAGIAN
UNIT ORGANIK PUSAT

l il

PENGUMPUL DAN PENGADMINISTRASI PENGETIK
PENGOLAH DATA UMUM




CONTOH : BAGAN ORGANISASI SERTA PERINCIAN TUGAS ESELON IV
YANG MEMBAWAHIJABATANSTRUKTURAL
SUB BAGIAN TATA USAHA PADA KANDEPDIKBUD KABUPATEN/KOTAMADYA

[ SUB BAGIAN j

PERINCIAN TUGAS

1. Menyusun rencana dan programkerja

tahunan Sub Bagian.

2. Melakukan urusan surat menyurat kan-

tor yang meliputi surat masuk,

3. Melakukan urusanrumahtanggayang
meliputi ketertiban, keamanan, keber-
sihan, dankeindahan kantor.

. Tugas-tugasteknis.

. Tugas-tugas teknis.

Tugas-tugas teknis.

. Melakukan pelayanan ketatausahaan ke-
padasetiap Bagian, dan Seksidi lingkungan
kantor Kabupaten/Kotamadya.

. Menyusun laporan Sub Bagian

I |

—{ URUSAN PERSURATAN ] —[ URUSAN RUMAH TANGGA J

NP
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PERINCIAN TUGAS

. Menyusun rencana dan program kerja

tahunan urusan.

Menerima dan memilah surat masuk.
Mencatat dan meneruskan surat di
lingkungan kantor.

. Tugas-tugas teknis.

. Tugas-tugas teknis.
Tugas-tugas teknis.

. Tugas-tugasteknis.

. Melayani urusan persuratan pada Sub
Bagian dan Seksidi lingkungan Kan-
depdikbud Kabupaten/Kotamadya.

. Menyusun laporan urusan.

PERINCIAN TUGAS

. Menyusun rencana dan programkerja

tahunan urusan dan mempersiapkan
rencana dan program kerja tahunan
SubBagian.
Mengurusketertiban, keamanan,
kebersihan, dan keir-dahan kantor.

. Mengurus penerimasn tamu dan

keprotokolan.

. Tugas-tugas teknis.
. Tugas-tugas teknis.

Menyusun laporan urusan dan mem-
persiapkan penyusunan laporan Sub
Bagian

2. Uraian Tugas Pekerjaan (UTP)
Uraian Tugas Pekerjaan menggambarkan rincian tugas yang harus
dilaksanakan oleh setiap pemegang jabatan baik struktural maupun
non struktural. Berdasarkan hasil analisis jabatan yang memuat:



Nama Jabatan,;

Nama pemegang jabatan;
Rumusan tugas;

Rincian tugas.
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Contoh : Uraian Tugas Pekerjaan (UTP) salah satu jabatan pada eselon
IV yang membawahi jabatan struktural (eselon V).
Kepala Urusan Persuratan pada Sub Bagian Tata Usaha
Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya.

URAIAN TUGAS PEKERJAAN
A. NAMA JABATAN : Kepala Urusan Persuratan
Sub Bagian Tata Usaha
B. NAMA PEMEGANG JABATAN

C. RUMUSAN TUGAS

Menyusun rencana, membagi tugas, memberi
petunjuk, dan memeriksa pelaksanaan kegiatan
bawahan serta melaksanakan urusan persuratan,
kearsipan, penggandaan dan ekspedisi di ling-
kungan Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya.

D. RINCIAN TUGAS
1. Menyusun rencana dan program kerja urusan;
2. Membagi tugas, memberi petunjuk, dan menilai prestasikerja
bawahan;
3. Mengolah surat masuk dan ke luar di lingkungan Kandepdikbud
kabupaten/kotamadya;
4. Melaksanakan urusan pendistribusian surat masuk dan ke luar;
5. Melaksanakan urusan pengetikan, penggandaan dankearsipan
sertadokumentasi dan ekspedisi di lingkungan Kandepdikbud
kabupaten/kotamadya;
Menyiapkan bahan penyusunan surat dan naskah kedinasan;
Memberikan layanan teknis di bidang persuratan;
Menyusun laporan urusan;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Contoh : Uraian Tugas Pekerjaan (UTP) salah satu jabatan pada eselon

IV yang membawahi jabatan non struktural.
Pengumpul dan Pengolah Data pada Sub Bagian Unit Organik
Pusat Bagian Kelembagaan, Biro Organisasi

RINCIAN TUGAS PEKERJAAN
NAMA JABATAN : Pengumpul dan Pengolah Data
NAMA PEMEGANG JABATAN :

RUMUSAN TUGAS

Mengumpulkan dan mengolah data unit organik
pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
petunjuk atasan sebagai bahan informasi.

RINCIAN TUGAS

Membuat instrumen pengumpulan dan pengolahan data.
Menerima dan memeriksa data unit organik pusat.
Mengklasifikasi dan mengolah data unit organik pusat.
Membuat rekapitulasi data unit organik pusat.
Menganalisis data unit organik pusat.

Mengidentifikasi masalah unit organik pusat.
Menganalisis dan menyusun konsep pemecahan masalah.
Memperbaiki hasil pengolahan data unit organik pusat.
Menyimpan data unit organik pusat.

lO Menyajikan data unit organik pusat.

11. Melaporkan pelaksanaan tugas.

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

N Y N

Kebijaksanaan Pelaksanaan

Setiap pejabat eselon IV harus :

a. Menyusun kebijaksanaan pelaksanaan sebagai pedoman bagi se-
tiap pejabat di lingkungan unit kerjanya, berdasarkan kebijaksa-
naan yang lebih tinggi, secara tertulis, sistematis, konsisten, dan
terinci.



Mengkomunikasikan kepada pejabat bawahannya.

. Memantau pelaksanakan ‘‘kebijaksanaan pelaksanaan’’, yang

dilakukan oleh pejabat bawahannya.
Mengevaluasi secara berkala hasil pelaksanaan ‘‘kebijaksanaan
pelaksanaan’’ dan melakukan penyesuaian bila diperlukan.

4. Rencana Kerja.

a.

Setiap pejabat eselon IV harus menyusun rencana kerja bagi

unit kerjanya secara berkala dan tertulis yang dijabarkan dalam

bentuk program kerja, dengan memperhatikan :

1) Aspek ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana serta
waktu yang tersedia;

2) Prioritas pelaksanaan kegiatan;

3) Kebijaksanaan pelaksanaan.

Setiap pejabat eselon IV dalam menyusun rencana kerja me-

libatkan semua unsur terkait.

. Rencana kerja yang disusun, dapat diubah sesuai dengan per-

kembangan.

Memantau perkembangan pelaksanaan program kerja untuk
mengetahui keberhasilan dan hambatannya.

Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja.

5. Prosedur Kerja.

a.

Setiap pejabat eselon IV harus menyusun prosedur kerja secara
tertulis, yang menggambarkan proses kegiatan dan keterlibatan
bawahan di lingkungan unit kerjanya.

Membuat posedur kerja dalam bentuk bagan/gambar secara
sederhana dan mudah dimengerti.

Mengkomunikasikan prosedur kerja kepada bawahannya.
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan prosedur keja secara
berkala agar dapat dilakukan penyempurnaan.

Khusus prosedur kerja yang berkaitan dengan perizinan dan pe-
layanan kepada masyarakat, harus diinformasikan kepada
masyarakat sesuai dengan batas kewenangannya.



CONTOH PROSEDUR KERJA ESELONIV

UNITKERJA : Subbag Kepangkatan Pegawai Administrasi

HASILKERJA : Program Pengadaan Pegawai Administrasi

JABATAN PEMROSES
NO. PROSES/KEGIATAN HASIL KERJA
A B C
1 Mencatat dan mengecek
lampiran surat usul pengdaan
pegawai administrasi T
) 1
2 Mengevaluasi dan menga- - Evaluasiusul
nalisis usul pengadaan pengadaan pegawai
pegawai administrasi J
3 Menyusunkonsep surat - Konsep surat permo-
permohonan persetujuan honan persetujuan
(pejabat yang berwenang) (pejabatyang
tentang hasil evaluasi I berwenang)
_ B
4. Mengetik konsep surat - Ketikan konsep
permohonan persetujuan surat permohonan
T persetujuan
S. Menyusunkonsep Kepmen- - Konsepsurat Kepmen-
dikbud/Pejabat yang berwe- dikbud/Pejabat yang
nang tentang pengadaan berwenang
pegawai l
6 Mengetik konsep Kepmen- - Ketikankonsep Kep-
dikbud/Pejabat yang ber- mendikbud/Pejabat
wenang tentang pengadaan yang berwenang
pegawai administrasi
2 Menggandakan Kepmendikbud - Penggandaan Kep-
/Pejabat yang berwenang mendikbud/Pejabat
tentang pengadaan pegawai yang berwenang
8 Menyusun konsep surat - Konsepsurat pengan-
pengantar pengiriman tar pengiriman Kep-
Kepmendikbud/Pejabat yang mendikbud/Pejabat
berwenang tentang penga- I yang berwenang
daan pegawai administrasi
9. ﬁ seterusnya

Keterangan: A. Pemroses pengadaan pegawai

B. Pengetik

C. Pengadministrasi persuratan




6. Pencatatan Hasil Kerja dan Pelaporan.

Setiap pejabat eselon IV harus :

a. Membuat catatan hasil pelaksanaan tugas setiap hari.

b. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.

c. Pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas tersebut perlu:
1) Berdasarkan fakta;
2) Melalui prosedur kerja yang telah ditentukan;
3) Tepat waktu dan teratur;
4) Mencakup semua aspek pelaksanaan yang diperlukan;
5) Mencakup semua tahap kegiatan yang diperlukan;
6) Meliputi tahapan dan waktu yang ditetapkan.

CONTOH PENCATATAN HASIL KERJA HARIAN ESELON IV
UNIT KERJA ¢ BIRO ORGANISASI
NAMA YANG MELAKSANAKAN : DRS. M. IDRIS

HARVTANGGAL JENIS KEGIATAN HASILKERJA YANGDICAPAI | KETERANGAN

Senin
28-9-1992 Mengurusrapatdinas | 1. Konsepsuratundangan Rapat telah di-
dan pengiriman undangan laksanakan tgl.
5Oktober 1992
2 Bahanrapat; pukul10.008.d.
pukul 12.00di
3. Persiapan perlengkapan ruang sidang
rapat; Biro Organisasi




CONTOH PELAPORAN HASIL KERJA PEJABAT ESELON 1V
UNIT KERJA : SUB BAGIAN TATA USAHA KANDEPDIKBUD KAB.CIREBON
BULAN : SEPTEMBER 1992

NO.| JENIS KEGIATAN | HASIL YANG DIHARAPEAN | HASIL YANG DICAPAI HAMBATAN | USAHA PENANGGULANGAN | KET
1. | Mengurus rapat | P rapat 1. Penyusunanbahan | Sulit pai | Menyelesaikan deng
dinas dinas rapat; waktu yang te-| kegiatanyanglain
2. Persiapan perleng- | pat untuk se-
kapan rapat; mua peserta ra-|

3.Risalah rapat. pat dapat hadir
2.
3
4, |dst.

7. Pembinaan Pegawai.
a. Setiap pejabat eselon IV harus menyusun rencana pembinaan
pegawai di lingkungan unit kerjanya.
b. Pembinaan pegawai dapat dilaksanakan melalui :
1) Peningkatan disiplin pegawai dengan cara :
a) mengecek kehadiran bawahan,
b) memantau kepatuhan dan ketepatan waktu pelaksanaan
tugas bawahan;
¢) memantau kepatuhan bawahan dalam mengenakan pa-
kaian seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d) memantau keikutsertaan pegawai dalam upacara bendera
dan kegiatan resmi lainnya;
e) mengadakan rapat dan pertemuan secara berkala atau
sewaktu-waktu bila diperlukan dengan bawahan.

2) Peningkatan kemampuan teknis dan pengembangan karier
bawahan melalui pendidikan dan pelatihan, penataran dan
kursus-kursus sesuai dengan kewenangannya.

3) Melakukan upaya peningkatan kesejahteraan bawahannya.

c. Dalam melaksanakan pembinaan pegawai perlu :

1) Didasarkan pada perencanaan sumber daya manusia yang

matang;
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2) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
1980;

3) Terus menerus dan berkesinambungan;

4) Diarahkan pada peningkatan prestasi, dedikasi dan partisipasi
aktif dengan memperhatikan kemungkinan penerapan sanksi
dan pemberian penghargaan;

5) Dilaksanakan secara manusiawi.

B. MANUSIA DAN BUDAYA

Dalam penyusunan P3 Waskat, setiap pejabat eselon IV perlu mening-
katkan aspek manusia dan budaya.

1. Peningkatan aspek manusia, meliputi usaha-usaha :

a.

Peningkatan kemampuan kepemimpinan baik dalam keteram-
pilan maupun perilaku, keteladanan, disiplin, dan dedikasi dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

. Peningkatan prestasi pegawai melalui kegiatan pemberian bim-

bingan, koreksi, pendelegasian wewenang, pemberian tanggung-
jawab, dan program-program pendidikan dan latihan;

. Menciptakan suasana keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan

sehingga mendorong partisipasi pegawai dalam proses peru-
musan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan;
Menanamkan etos kerja;

Menanamkan sikap jujur d